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1. RONSEP REDAULATAN NEGARA

L - Sciarah kedaulatan dalam hukuam internastonal menwnjukkan sata hal vang hanpiy
Mentik dengan sejarah hukum internasional itn sendivi,' Kedaulatan sebagai sebial ks QIR
dirawat sejak berdivinya negara, babkan di berbagat disiphin {hww sepert lata,

Rk konstitest, dan hukum internasional, Berdasarkan dasar teord kedanlatan vakyal Vi
akan oleh Joan Jacques Rousseau sebagatmana yang dikutip oleh Dusan Paviovie,
Siatakan bahwa orang merupakan pembawa kekuasaan berdanlat, dan kedaulatan tidak
52 diwariskan dan tidak dapat dipisahkan dari orang,*

_' r;' Dalam perspektif hukum, kedaulatan nternasional dapat didefinisikan sebagat dasar
atus internasional suatu negara, sebagaimana yang divngkapkan oleh Shaw, hahwa: « 1o
S allso defined as the final authority of a person or institution against which no appoal. 1y

word sovereignty represents the highest powers * Dalam hal in, Shaw mendefinisikan

Jc "M Teview: W. Inter l““ﬂn‘l RV““““‘ 0 .\M‘ \ i aw
|. &N“‘“ 1A ‘“\‘ Tinten \\ﬂ“ wal | \

€ m‘ tw Of &““‘hnw\ (’“\t\lh I ORI M“"! \!( | 4

N H“m‘“‘ Arta Dy et of

L 1007),
International Law, cot, 6 (Cambridge: Cambridge University Prows, pooi).
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yurisdiks! terhdd‘l rdasarkan ketetapan dalam by U
n gai otor _ersoala xsternal D€ . ] authority” dan “tl Wkup,
Ledaulﬂt:‘ " idak as ers0d " nai sebagd! “the finat © k turut ser B l“ghml
595““‘“5_““?1 cotik -edaulatan 18 m@ itas Ji luar negara untu .um serta mengat,,
mtemgsmni * qak a peluang agi e '1dih unmmtimlnkan doktrin _m\g;n':ul;m dulm.v'
ver’, maka apal TumPa“g ul . dalam beberapa pel'lstlw;l vang l‘\‘l‘l\-m 'l“
aitay

'+ lam persoaian " okan masak i
m,a,m,dalam} o «jptakan M i wrat memaknai ked;
.t selalu men¢ prari’ istilah yang le bll.l moderat nai ke daulatyy,

b(

UL lar perdaula jstil g s PO

kekebala +Qleh arena 1tu ada saat ini adalah "sov ereignty repres

dengan dua alt b gll] dOktrin terSebUt pd( a Sde . esentg

. angs
berdasarka perre’
ower . ar smiliki

the supreme ¥ n pada faktd bahwa negara me miliki - hak  ungy|

€ l\ terst‘l)llt, dlln lnd(‘l)(‘nd(\“ (l“
an

1 di wilaya
gara lain. Kedaulatan dalz}lh hal ini bergp;
dalik wiiz{vah.‘ Kedaulatan Jusd dapat dideﬁnis.ikan svt“bi‘gi\‘l l?l'ilklik negarg
mengendalikan \ ting pa da batas wilayah yang ditentukan, dan ada kekuasagy
?enrttlilll)\g;e:ih masyarakat pol@tik yang nwngem_ialil‘mn Nlhtlrli):\l:lal:lllll]:l:“l\ tfl'l:l kelolg
pemerihtahan. pengakuan dart negara-negard lmn_d.m 11(111 11n ;' ) t-\ s llll‘l.l'm.n‘m dalam
negeri, merupakan faktor penting un.tuk mengakui adanya Ke¢ dl‘l' a ('m. tdll& verarti bahwy
ada masyarakat politik yang diakui oleh masyarakat intet nasional. ¢ Oleh karena ity
Ledaulatan terbagi dalam kedaulatan internal dan kedaulatan eksternal.
Secara konsep. kedaulatan ini memiliki tiga hal: pertama, adalah hak (right), vaitu
berkaitan dengan persoalan kewenangan atau hak untuk mengatur. Kedua, adalah kekuasaan
tertinggi (supreme authority) vang datang dalam berbagai bentuk vaitu, sesuai dengan
tiga pertanyaan: «siapa atau apa yang memegang kedaulatan?», «bagaimana seseorang
menjadi diakui berdaulat?» dan «hak apa yang penguasa memiliki?”. Ketiga, kedaulatan
eksternal gdz?lah persoalan pengakuan terhadap entitas yang berkuasa.” Persoalan
pengakuan int mgrupakan hal yang penting mengingat tidak semua negara yang berdaulat
ﬁ;?ﬁ::;\;nki?it;;? éiai?lzlhlzﬁul;(;mimpl}ap ufn\tul\' men.gontrol wilay'ah dan penduduknya,
Kedaulatan eksternal ini merupakl;nesrenb‘:i(})lnge;t} ‘tn(iq' Slkenal e lft‘dmllutz'ln o
A ads Bk mutisk upe k(kf ll'b a dtn mas.:var:akat internasional. Dalam
: untuk me akukan apapun yang diinginkan oleh sebuah negara.
Hak-hak penguasa dalam hal ini ditentukan oleh masyar kat1i i :
wewenang pemerintah yang berkuasa. Kedaulatan )"utal . 1nterI}aSl()llzll o menbe
tertinggi, se tangkan kedaulatan eksternal adal‘al‘x 1.{1 e.rnal melibatkan otoritas d‘onwstlk
entitas yang memiliki supremasi internal. Berk  prindip ya s mengatur interakst a7
yang disoroti adalah mengenai kedaulatan. ker ald dgngan hukum internasiond o
eksternal dari suatu Negara.

jakui oleh pegara-ne

II1. ANTARA KE
DAULATAN INTERNAL DAN KEDAULATAN EKSTERNAL

Kedaulatan seca

i ra konse i g

ﬁnakan sebagai sinonim unlzulie:,:ﬁ r(?,e‘_mnjukkan makna ganda. Kedaulatan dapat

wa pejabat pemerintah di satu ne aJab' mdepef}den, terutama untuk menggamba’ an
gara bebas dari kendali pejabat pemerintah di negard

negara lain. Tetapi, ked :

tertentu, preskri il au_latan Juga menunjukk

Lty psi flf,\pat R m(deu::In l;giag.asan ba.hwa dalam satu w1lu_V:4
ukum uki wilayah lain secara eksklusif dengd”

* K. E. Baukas, The
' State I ¢
B et 5oy Controversy i
University , Soverei rsy in Internati - 043
Press, 2004), him 5. ignty and the Making o onal Law (Berlin: Springer, 2005), hiP 74.5’
g of International Law (New York: ('mnhl'"l!"‘t

¢ D. Zaum, The )
B e o gty P
B e 3007) yradox, the Norms and Polit :
 (Princeon, N Pein Revolutions in Soverei e of ternatona sate iing """
s .+ Princeton Universi ignty: H , 8
T ccm'lmmm , him 23, ow Ideas Shaped Modern ln[l’l'lluti()ll(ll Rulul“’”‘
21st Centu
™Y, Rules for Global Governance, (Oxford: Rowm¥
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i, dan secara yuridis tidak ada yan i
e L
menyeSuaikan dengan standar bal:'ll(lu(rin s, ngarlmm Lyundis. sgabunglan dn
keadaan tersebut, maka di satu sisi huk?llrintletzta ol i iiigin?s?ggg?b;ng;{an an
e mi?: telc‘lgal.lgdgll“’-. p relevan, dan di sisi lain, sistem. inf;rr?:;f)l(r:‘;;
B ey e bt
internasional yang lain. Di sisi foin, nda“ g e i“tefnasi?“:lrg(:f? p%r'lmdungan
hubfmg?n dengan berbagai subjek, h\fl%ifr? Jilri%:rfllg;k bilsa e t;;lp;elr(n}:rlri{iiliﬁ
g;m,a F:;u:i; &(igg;; ]S(:ilil(ilr;ntya -s%b.agai sistem en’titasO ;:n;?;g;én{/i[:rsligg-masmg Namn
- ’memaksakan . 12’ erjadi benturan antara kedaulatan negara rlslezta_ra- e
g uasaan untuk mengambil keputusan dalam h\’xliltrllrrlll intcle(iil;:ii)cr?;la

dan dengan persoalan politik.”

ika tatanan ' i j
Ketika hukum internasional bekerja dalam wadah organisasi internasional

. k 3 .
s@u:ﬁ:ﬁz?u epentingan umum masyarakat internasional, kedaulatan nasional dapat
digu ional dalam sistem hukum

: k mel.mdungl negara dari intervensi hukum internasi
nasional. Konferensi-konferensi yang membahas meng

_ enai perdamaian menyim 1k
pahwa «general war» serng memprovokasi up: i Y ikooraktik
_ paya untuk m ik- i
dalam hukum internasional. Perjanjian 4 erekpustrs Db

! rnas Westphalia (1648) dan Perjanjian Utrecht
seringkali dilihat sebagal dasar dari perkembangan hubungan internasional

(1713) misalnya,
yang modern. Sedangkan Konvensi Wina (1815) memiliki peran penting dalam hubungan
d IXX. Negara-negara yang datang ke San Francisco pada tahun 1945
dari kegagalan mereka di Paris pada

internasional di Aba
untuk menyelesaikan penyusunan P

tahun 1919, sehinggd dengan serius

dalam hukum dan hubungan internasional.
Berdasarkan Piagam PBB 1945 yang dihasilk

ada beberapa ketetapan dalam hal kedaulatan. Ber

2, disebutkan bahwa:

jagam PBB, menya
berhasil mengubah beberapa prinsip—prinsip dasar

an Fransisco tersebut,

an oleh Konferensi S
gan 3 dan 4 dari Pasal

dasarkan Pertimban

ans”, All Members

ernational disputes by peaceful me
force against the

- “All Members shall settle their int
hall refrain in their international relations from the threat or use of
torial integrity or political independence of any state”*

an untuk menggunakan cara-cara damai dan
a dalam menyelesaikan suatu sengketa,

negara dianjurk
kekuatan bersenjata.

dari penggunaan Kekuatan bersenjat
orvensi kemanusiaan dengan menggunakan

ternational Relationes

eign Transfers in In

: Spruyt deracﬁng States: Sover
hlm 1.

on University Press: 2009),
| » hlm 43- Case and Materials o In

ternational Law (Oxford: Oxford
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memiliki kedaulatan yang eksklusif h-
wﬂayah ety usif hak untyk menerapkan d
Al dan menegakkan hak-hak di
- di

lai perten
Mula lp - _Eghan tahun 1970-an, den
multilateral, politik internasional hak asasj mfx?n s
usla pun munc

gecara gencar mempromosikan hak asasi X

Kanada, Norwegia, dan Belanda) lﬁzz?sldma"““a' Selain itu, «Kekuatan T ;
praktik-pl'aktik hak asasi manusia b'hengan memberikan bantuax;n engah» (misalnya,
P ebijakan | e————— . a kan Amerika Serikat secar Pemban.gunan untuk
engatasi pelanggaran hak asasi secara sporadis mengubah
asasi manusia.

K C;:;)ﬁl;ﬁr&%:mgmSecal‘afundamentaltelahmengub'xhk
paik 5 l':'nlf‘upun dalam persoalan hak asasi mflml(‘).’.“i(i hubunganinternasional,
ge{siinie;rlll %1?1(])(11)1(:1 itik menghapus motivasi Amerika Serikk-dt dbilnln hir dari ideologi bipolar,
ala rezim su v Qalatr to an negara-negars e o e
norma hak asasi mganusia ha]aitu_ REBATA Selain itu, dengan 111cng?mplen1§;:;£l?rdt ld”.m"d
) ni menciptakan kesempatan yang jauh lebih be%alr b:;?i rr}lg;ma-
s : ara-

negara barat untuk mengambil kesempatan un :
. & tuk .
serius dalam e 1k mengejar terpenuhinya HAM yang lebih

a]tnya perjanjian bilateral dan
ul dengan banyaknya 1.SM yang

pada periode paska perang dingin, muncul g oI : . :
seperti demokratis, hak asasi manusif, konflik etnizf:llzq?f ?5:, llisr:;l((lsrllc;r:nsi[setreornrislrrlllt:r'na:mo'n:gl
per@agar}gan senj.ata, obat-obatan, kejahatan terorganisir, dan wa,bah peny.;dl(?:lgx:’
melm.ta31 batas wilayah negara, yang merupakan dampak dari globalisasi. Globalisasi ingi
menciptakan beberapa tugas baru yang menimbulkan berkurangnya urgensi dari kedaulatan
negara dalam menghadapi tantangan global saat ini.

Ada beberapa hal yang menjadi tantangan dan menciptakan suatu kondisi yang
latan sebagai dampak dari

mengarah kepada adanya pelanggaran terhadap prinsip kedau
globalisasi seperti: teknolog, trend budaya, integrasi regional, mobilitas, dan pertumbuhan
ekonomi, selain adanya tantangan transformasional yang melahirkan konsep-konsep baru
seperti: kota global, pengadilan internasional, jaringan keuangan global antara pemerintah,
dan beberapa aktivis yang menolak kedaulatan negara'® yang menyebabkan menurunnya
fungsi kedaulatan tradisional.

Selain hal tersebut di atas, adanya penerimaan yang Juas di kalangan masyarakat
internasional untuk melakukan intervensi ketika pemerintah yang berdaulat tidak mampu
atau tidak mau melindungi warganya dari setiap jenis bencana yans merupakan tagggung
jawab utamanya. Pada kasus ini, masyarakat internasional dapat linemaml?': pg:; £ (::gﬁil]
‘menggunakan banyak sarana seperti embargo; penggunaan kekerasan da lui orga:nigasi

i kat internasional mela :
bali masyarakat yang sudah runtu::wle\l/{)asgrara onal Telall B et

i i kul tanggung J

danfﬁinisﬁibgfn;nai“ﬁab VI dan VIIT dari PiaﬁathlsB, s fggﬁgglggtg':ﬂiﬁﬁ‘;‘gﬁ
N . ], kejahatan perdiis: ¢

indungi masyarakat dari pembunuhan massal,

dap kemanusiaan.” - asi pada tabhun 19

i atisasi dan liberalisast pada -

Selanjutnya, gelombang demokratis 15, omitmen yang s

al atas upaya m dari penduduknya, setelah

siaan semakin

. ah, isti . mulai
Inya adal a bulan Februarl 1992, PBB M€ :1 -

atu bu
menanggapP 1

kasus genosidd
. palgrave Macmillan,

/www.dahsha.
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i ah besar warga sendiw:
punuh sejuml 54 Sendirj dengy,
bahwa ilega
sewenang-wenang

Kasus di Kosovo
dan pada 11 Juni, hanya 'Sterh
menugaskan secard resmi1 et
menghentikan mlhtgr. I.n 0 .
setempat. Intervensl ini hamp

. = Va Se]l ln' . . .
di wilayahn! isilah baru yaitu «ilegal tap; "
X %20

1999 jugad di Kosovo, Dewan Keam;
pada tahun T emboman dl g Manap
atu harl setelah P . perdamaian di Timor Timyy “:t?lk

terhadap pendudyl .
melakukan kelferasan ad: aduk )
ngtiril secara internasional sebagai tindakan yang Sall)}?

! : telah menerima hak int

: | sebagian besar . erveng;
s i W -arakat internasiona e tidak ads ara v

Di akhir fiel\ade, ma'sgtz terhadap genOSIda, yang Pad,a awa} '(}(ekad e dan S.ilegdrd yan

kemanusiaan persszgi e ea ini, kedaulatan negara didefinisikan ulang : 1 Ctapkgnnya
me?’epakitﬁtik 2 adikan individu sebagai pihak yang bertanggung Jawab secara pidang
mekanism !

t.
atas pelanggaran HAM bera |
Pengadilan pidana Ad hoc didirikan untuk bekas Yugoslavia (1993) dan Rwanqa (1994),
ba :in;g:]ah sa}c)u implementasi dari norma baru tersebut. Statuta Rpma 1998 juga telah
lsae hg il mendirikan Pengadilan Pidana Internasional atau International Cnmma] Court
o0) dengan mandat untuk menuntut individy,

(ICC) yang mulai beroperasi pada tahun 2002 . . :
terutama gpejabat negara, yang bertanggung jawab atas genosida, kejahatan Terna'dap
kemanusiaan, dan kejahatan perang. Pada masa itu Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan juga

menyatakan bahwa tujuan dari Piagam pada saat ini adalah untuk kita melindungi individu,

bukan untuk melindungi orang-orang yang menyiksa mereka.”

Konsep kedaulatan telah dikembangkan selama beberapa tahun terakhir dengan
beberapa implikasi baru seperti globalisasi dan interdependensi, intervensi kemanusiaan
tertentu, kondisi ekonomi global, hak asasi manusia, dan kondisi hukum yang adil. Konsep
kedaulatan selama ini berguna untuk menjaga keseimbangan dalam sistem internasional
dari politik kekuasaan untuk memperbesar wilayah. Dengan demikian, konsep ini tidak

berhubungan dengan kekuatan dan kemampuan negara-negara untuk melindungi
wilayahnya dan terkait dengan niat negara-negara besar.

Men'ger}ai keterlfaitan antara.Globalisasi, Hak Asasi Manusia dan Kedaulatan. era
perang dingin melahirkan berbagai rezim internasional untuk memerintah sejumlah t;esar

isu-isu internasional yang pada akhirnya berm
. ; uara pad isasi i
adanya transformasi dalam hubungan internasional.zlz R e

ne ; .
baru yang berperan dalam wilayah tersebut, 8ara, saatitu mulai bermunculan aktor-aktor

. seperti - : .
dan juga beberapa lembaga non negara lainnya_p i organisasi regional dan internasional,

mana individu bisa secara aktif berperan, melahji s menempa] :

mana : , melah g

identitas supranasional seperti yang terjadi diaE:;lgz Petakat sl glObil?aI;gggri’%b;li’]ii;
Pada saat ini, yurisdiksi teritorial eksklys; |

sekarang sudah tidak digunakan lagi. Meskj o

perutfal.lan h?.k berQaulat negara bahkan perubahg

agresi, integritas teritorial, dan dekolonisasi. PengaJI;—

# Lihat: Independent International Commissj
: | ‘ on on
di hadapan Sekretaris Jendral PBB UN Kofi Annan, 25 éi:}s%?’ whe Kosovo Report

e sy ober 200, 4 v diPl"eSt!ntasikan
“ Kofi Annan, “Two Concepts of Sovereignty,” Economist 18 Se g
, diakses ?O September 2012, : Plember 1999
n . : v : ! . » 5
Mangai Natarajan ed, International Crime and Justice (New York: ¢ .

- - Cambridge University, 1,

him. 3-9 Tess

110 » 2011),
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organisas! regional menjadi tren teryt
ama da]

dalam World Trade Organization am ha] ek
’ b . e '()no v
Meskipun demikian, untuk ka M, seperti penyelesa:
supremas! transnasional karena S§§l;k Yelesalaan sengkety
1ba

dan kejahatan terhadap k
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IV. ANTARA PRINSIP
KED
VENST KEMANUSIAAN AULATAN (NON INTERVENSI) DAN INTER-

Konsep intervensi

; ensi kemanusia

internasional, yai an muncul pertama kali dalam liter:

dilakukan ole’h yr?;glaf:ia abaddlfceE;19. Hal tersebut diikuti dengaln 1(2?31‘:1112111\2tie§et - hukum

konflik m gara-negara di ropa terhadap Kekaisaran Ottom: i el

enge . =, K tomdn Pad

kedaulatan nge;ailadllzzdté‘:chmdpgrplklran yaitu mengenai hak asasi man:ss?st(llt{u&;\?;hllc;rl
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Keda

prinsip no‘:}?iﬁltn nega.ra23 merupakan landasan hukumi nternasional yang didukung oleh
e o k ervensl yans bertugas untuk menghormati kedaulatan >+ Hal ini berarti bahwa
masal emanusiaan dikembalikan kepada aturan dari masing-masing negara. Bahkan

dalam : .
konsep international society privileges, negara merupakan satu-satunya pemegans
h asumsi bahwa penghormatan terhadap
lebih baik.> Jean

| m()l'i
I kedituiisa kedaulatan. Hal ini dilandasi oleh sebua
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ek utama yaitu: ekternal
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ebagai ketentuan untuk kembali kepada hukyy, .
n kedaulatan s qurutnya, kedaulatan adalah “the most hjg,
: a commonweal ...the greate

' isika
Bodin mendefinis s .
hukum Tuhan dan hukumtrﬁ(ee%giaz.ens e biects in

/er over
and perpetual pow
command”.* | - .
ara ini merupakan dasar dari hubungan dnta(; neg Xf\l selama beber
ereie, e ' rn. Akan tetap; .
keddll(l}llil:agan ?uga merupakan dasar dari tatanan QUI?la r??‘ai ROHN] Feiépl e
abad tt::i kedaulatan kemudian kembali kepada jejak seja awi- Kuno gt
menge

dirumuskan sebagai kekuatan Kaisar Abad XVI.#

ala,
: dl)s(,hm
St powg, t

Teorikedaulatan negaraini kemudian mengalami proses Pavlg afig h Plil.nszpfl)n 18berl\:embang
dari adanya prinsip-prinsip yang terdapat dalam Treaty pf estp 3 lfi 11 k4 1)- Treaty of
Westphaliapada 1648 ini mengakhiri perang yang berakhir hampir iga dekade perang
Eropa dan melahirkan orde baru yang didasarkan pada kedaulatan nasional. Perdamajgy
Westphalia tidak memberikan sanksi kepada penguasa ketika melakukan apapun yang
mereka senangi dalam wilayah mereka sendiri.?® Prinsip-prinsip ini kemudlag dituangkan
pertama kali oleh Hobbes dalam Leviathan (1651). Sehingga dalam makna aslinya, konsep
kedaulatan ini berkaitan dengan to a fusion of the individual and the despotic state in the
form of Hobbes’s figure of the all-compassing sovereign, Leviathan.? Selanjutnya, hal

tersebut merujuk pada kedaulatan negara sebagai suatu entitas hukum. Pada akhirnya dalam
pemikiran Politik Modern, membentuk suatu wacana bahwa kedaulatan individu sebagai
dasar dari negara demokrasi.3°

Dalar_n suatu nehgalra yang demokratis, kedaulatan bukan merupakan atribut internal
negara saja, namun hal ini sebagian besar didasarkan pada e i in dan
dibentuk oleh pengakuan ekste pada pengakuan dari negara lain

rnal dengan persetujuan inter itusi
kedaulatan tersebut merupakan no int N re o Cam konstits

8. . . Si . .
}n?ernasmpal di mana kekuasaan didistribhnc; a S;): a;t};{i(rllgkp enting dalam sw'tgrr;
ini, Benedict Kingsbury menegaskan bahwa- gal tidak merata. Mengenai ha

; el - . - A ~
. r . provide a shield foy weakgmy moderate existing inequalities
inequalities will become more pro

: . nounced if the y States and weak institutions. These
associated with sovereignty are to pe discarded”s nwersal normative understan dings

Kedaulatan dengan ikuti pring
negara lain rnenjad%g prglnfir;glfl:lfcllapnns‘p Non-interveng; dalam .
aturan dalam organisasi internasionmlenlflall dalam hukum inte b ernal negare-
: : : al. Hal ipj . rnasi ¢ jugi
kebiasaan internasional. Berdasarkan 1 sudah berjalap secargntal’d'te'rmalsuk ljulgé
Tadisional melalul

: Prinsip keday)

urusan internal negara-negara berdaulat adalah dokt atan Negarg, non-int : dal

internasional yang terkait erat de 'In dasap (genera] ervensi dalam
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ngan kea T
manan Negara dap, P Principle) hukum
Mailan serta stabilitas
abilitas
norma yang mengatur hal itu, lihat Hedley Bull, 74 -
(New York: Columbia University Press, 1977). € Anarchieq] Socie
¢ J. Bodin, Six books of Commonweal, dikutip oleh g K. Abi
of Humanitarian Intervention (Netherland: K] ‘K. Abiew,

Y: A Styq
Y of Order in World Politics

The 5
u 2 uwer Law Inte 3 Uolut‘u)n
Bodin,On Sovereignty (Cambridge: Cambridge Texts ; \‘€rnationg) Of the Do :
27 Jlian H. Frankin, Ibid, hlm 235. S 1n Social and Politica(‘l}?['gh. at jug,. tr ine and Prache’
28 Ihid. Ought 1o, “Han H. Frankin,
29 Ibid.
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33, (2002), hlm 262. ‘ .
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n internasional.#* Doktrin ini menyatakan bahwa ne : il
%ﬁr tangan secara Sepl;‘lak dengan kekerasan, ancaman lfefgr;]s(;ilf prgri‘;‘;(];kl hak untuk
igin Jalam urusan internal negara-negara lain.** Pemerintah negara asing j 4an atau cara

aha untuk mempefluas pengaruhnya dengan interaksi langsung kepgaéuga tidak dapat
Jain dengan cara g dengan menggunakan wilayah negaranya sebaag:: it S
menentang rezim yang lain.** Doktrin non-intervensi ini menyiratkan bahwa ne asis untuk
harus perusaha untuk mempengaruhi satu sama lain melalui cara diplomatikggra-negara
dengan menggunakan kekuatan bersenjata atau intervensi koersif. an bukan

pengan adanya perkembangan dalam tatanan internasi
Jlindungan terhadap hak asasi manusia, maka intervensi kerr:);]nali’si;:;uﬁgia' Sfla“ya
dengan alasan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sipil dari ilek s
g dilakukan oleh negara dan melanggar hak asasi manusia.* Meskipun int i
dalam urusan negara biasanya dilarang dalam hukum internasional, namun masewelr(m
internasional dapat melakukan intervensi kolektif terhadap suatu negara yang berdau}{:f 2;:

" Jasar kemanusiaan.

| Intervensi kolektif yang dilakukan oleh masyarakat internasional tersebut di atas, dapat
dilakukan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk meneguhkan hal tersebut
pengadilan Nuremberg? telah memberikan warisan hukum untuk menaati hak-hak individu
dan menekankan pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak individu di negaranya
dengan baik. Berdasarkan perspektif ini, intervensi militer untuk tujuan kemanusiaan
memiliki dasar hukum jika niatnya adalah untuk menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM),
meskipun dalam hal ini belum ada kepastian dalam penegakkan HAM tersebut. Hukum
internasional membolehkan adanya hak untuk campur tangan dalam urusan negara
berdaulat jika prinsip non-intervensi justru menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan

keamanan internasional.*®
Pada awalnya, intervensi oleh negara-negara di wilayah suatu negara berdau}at
umumnya dilarang dalam hukum internasional oleh doktrin non-intervensi yang kemudian

~ditegaskan dalam pasal 2 (4) Piagam PBB,* dengan pertimbangan penghormatan tgrhadap
- hak kedaulatan Negara.*’Oleh karena itu, meskipun pada praktiknya ada operasi peace-

berus

ution and Challenges for the Asia-Pacific

# Herman Kraft, “The Principle of Non-Intervention: Evol : :
_Intervention and State Sovereignty in the

: Wm?’, dalam David Dickens dan Guy-Wilson Roberts, Eds., Non
~ Asia-Pacific (New Zealand: Centre for Strategic Studies Wellington, 2000), hlm 40-41.

- ®lIbid, hlm 43. . : ts”, Paper

% John Funston, “ASEAN and the Principles of Non-Intervention: Practice and Prospects,

ntation, Singapure: Institute of Southeast Asian Studies, 2000, him 9. st g

Kalevi :I Holsti, International Politics: A Framework for Analysis (Englewood Cliffs: Prentice Hal

T4 1988), hlm 81. % » 1 nal Jo

. Ayoob, “Humanitarian Intervention and State Sovereignty”, The Internatio

No. 1Vol. 6, (2010), hlm 81. e : idana
'pemm(kalin;; am sejarah hukum internasional, individu dapat diadi g B OR D ividn

1. Nuremberg merupakan satu daerah di Belanda yang menjadi dasar tapkan bahwa seluruh

hukum internasional. Pengadilan N kan bertangguns
kan dijaga oleh hukum internasional dan bahwa bahkan Kepala Nzgaara . {lakukannya.
dan dihukum karena agresi dan kejahatan terhadap kemanust ilakukan
Sk e et 0 Lty Mo
sk 1 e muncul dart p " : tiona
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mm@ham,m kan:-lodx:xmrlJunrl:mberg to The Hague: The Future of Internation

Y. ” 0 4 1. . Sa
B 2003),I111lltlzlr3ention, Moralities and Ppracticalities

urnal of Human

(England:

: QfW”Humnita | lations from the threat
” i ir i ional relatlo E
A i their internation : T anne
i M Iiﬁzmegendence of any state, o 1 any ot
01 ation “ ization
"ot gﬂ!md;sarm Pasal 2 (1) Piagam PBB 1945° The organ
e 513

Scanned by CamScanner




ternasional, akan tetapi hal inj tidak Mer,

. . ni
berupa mandat yang diberikar, unty r'ﬂ'!’}ﬂ
dalam ranah penghargaan terhady P keg Ay,

Ay,

an oleh organisasi in
PBB. Hal ini hanya
ebut, namun tetap

keeping yang d_i]akuk
hukum dari piagam

. i ters
intervensi pada kasus . ' . . |
- | wacana mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang ), -
Kemudian muncul w kipun hak asasi manusia dianggay, Mutly), 2
¥ ‘:1‘

- egaskan bahwa mes . . ol o0 Vi
David Forsythe mfrilngividu yang tidak dapat ditentang oleh n'egar 3],( namun haj i, Mag}
(Si?%agatlifli]lifsli rEca);adibuat oleh manusia,” Oleh karena itu, adanya kodifikas; 1AM gy,

1naen

. ini 1liki h si nifik; dlam,

. Y ting. Hal ini memiliki pengaruh signifiy, pads .
hukum menjadi sangat pen — o ™
frlxl;t:v:fstf lr:(lemanusiaan karena untuk menentukan kriteria hak asasi mangild dan kf:putueg;
bahwa hak tersebut telah dilanggar, sehingga kemudian ](_iagat mimlgt}tlskdn kapan d,, h
mana intervensi kemanusiaan harus dilakukan untuk.rpe'lgl ungi ?]— a t.lersebut. Dalyy,
hal ini, menunjukkan bahwa kedaulatan negara memiliki batasan, selama tida melz Nggsr

hak-hak individu warga negaranya.

Menyepakati argumentasi tersebut di atas, Sekretaris Jenderal PBB Kofi Aﬂnan,’da,r,
pendahulunya, Boutros Boutros Ghali pernah menyatakan bghwa 'kedaulatan negara tidy}
bersifat mutlak dan eksklusif namun dapat dibatasi bahkan diganti, dalam kea}daan khugys
misalnya karena untuk melindungi hak asasi warga negaranya. Laporan dan tindakap yang
disahkan oleh Dewan Keamanan PBB dan dilakukan oleh koalisi multinasional, termag)
organisasi seperti NATO, selama dekade terakhir menunjukkan ketegangan inheren antar,
keprihatinan internasional yang kemudian diterjemahkan ke dalam intervensi untuk tujyan

kemanusiaan, dengan gagasan mengenai kedaulatan negara. Non-intervensi dalam urusap

dalam negeri merupakan konsekuensi penting dari kedaulatan namun den gan catatan tidak
adanya pelanggaran dalam teritorial tersebut.43

gagasan intervensi ini telah menunjukkan adanya semangat baru yang berbeda. Dalam hal
101, intervensi telah dilakukan dalam dua cara.* Pertama, intervens;j semakin didefinisikan

is based on the principle of the sovereign equality of aW

# David P. Forsythe, Human Rights in International Relatio
a0 b 5 ns (New York: Cambridge University Press;
“ Lihat pernyataan Kofi Annan kepada Majelis Umum PBB pada ¢ . s
diterbitkan dengan judul “Human Security and Intervention” dalam VitZ?gg Azo September 1999. Teks ln—1
Oktishes 000, Peeches of the Day, New York, 15
43 Lihat; R.J. Vincent, Nonintervention and International Ordey Pe; e
Press, 1974), hlm 331, ( Tnceton, NJ: Princeton University
“ Jarat Chopra dan Thomas G. Weiss, “Sovereignty is No Longer Sacrog : e S
Intervention”, Ethics and International Affairs, No. 1 Vol. 6 (1992), hlm g, #¢t: Codifying Humanitarian
% Ibid., hlm o1.
 Ibid., hlm g2,
7 Ibid., hlm g3.
# Kofi Annan, “Human Securj and Intervention” dalam Vital Speeches of th
iy g ty e Day, Neyw York, 15 Oktober
# Jarat Chopra dan Thomas G, Weiss, “Sovereignty is No Longer Sacrosanct. Codify; G
Intervention”, hlm. 95-118. Ving Humanitarian
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Jwaehut merupakan hasil yang radikal dari era Perang Dingin ketika |
cara terbuka untuk mempromosikan tujuan-tujuan strate .fl-; l(ll- .(‘.hk‘:l intervensi
jadi alasan pembenar dalam kerangka Lkedaulatan “il’]-:l.ln ill'll negara-negara
kali didukung oleh kedaulatan negara tujuan dan s'l'ltl)ilil?ld‘ l.lt,l’- intervensi
adanya pertentangan dengan norma kedaulatan l(‘l"ﬂt‘l:l(l:"“ e

Hal 1
b gilakukan 5%
it dan men
ersebu! sering »
karena alasan
, dengan hal tersebut di atas, telah ada upaya bersama pada awal
antuk mmulvlinisiknn ‘kvmlmli nu-n;.',vfm'i. kedaulatan y:lilvu mcnmsukkanl i‘(ic(11113?;;:-#]1]i
npgung jawab (sovereignty as rvspunsnlnl}ly) dan otoritas.”* Hal ini berarti menmnl)uhk;n
adanya p('ngl‘l()l‘l]l.illilll lvrh:.ulup slu‘n(‘lu.r minimal hak asasi manusia sebagai atribut penti;1
Jari kedaulatan. lunggunmnwgh di sini adalah adanya rasa kepemilikan dari negara kepadﬁ
warga Negara dan lllil."iyill'-‘.lkill |!|lv.|'||:lsmll:|| oleh institusi yang telah diakui sebagai penjag"d
porma-norma peradaban internasional. Dengan kata lain, negara harus bertindak terhada
warganya tidak hanya dengan cara-cara yang sesuai atas kesepakatan antara kcdtmnv:)
fetapi juga dengan negara-negara lain dan beberapa organisasi internasional vang memifiki
peran penting dalam hubungan internasional.
enafikan kekuatan moral dari pendekatan sovereignty as responsibility di atas
lu dilihat adalah mengenai “standard of civilization,™" yang kemudial;
k untuk kedaulatan. Menurut tesisnya

Jaripada
persamait

Tanpa m
salah satu hal yang per
menjadi tolak ukur bahwa suatu negara memiliki hi
Gerrit W. Gong, dikatakan bahwa hanya negara-negara yang telah mencapai standar perilaku
heradablah yang memiliki hak untuk mencapai status berdaulat dan berinteraksi dengan
pegara lain atas dasar saling mengakui kedaulatan masing-masing.”* Sedangkan yang lain,
jika tidak menjadi beradab yaitu biadab, maka merekatetap tunduk di bawah pengawasan dan
kekuasaan berdaulat Eropa, meskipun pada saat itu mereka tidak bisa ditundukkan seperti
yang terjadi pada Kekaisaran Ottoman.® Selain itu, aturan hukum internasional Eropa yang
mengatur adanya timbal balik dalam interaksi antar negara tidak berlaku untuk mereka.
Hal ini membantah adanya argumen bahwa perlindungan norma yang telah dikembangkan

di Eropa untuk mengatur hubungan antar negara, menjadi prinsip non-intervensi dalam

urusan internal negara.

V. DILEMA INTERVENSI KEMANUSIAAN

al ke zona beradab dan tidak beradab,

.- Selain pengelompokan masyarakat internasion

M intervensi kemanusiaan tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan tambahan.

- Masalah utama muncul dengan adanya kenyataan bahwa secara logika, campur tangan suatu

= “intervensl menjadi
perlu dibahas. Yang

yarakat internasional atau yang kemudian bisa dikatakan bahwa
dilakukan”.5* Asumsi ini menimbulkan sejumlah isu penting yang b

‘ adalah hal ini berhubungan dengan mekanisme yaitu: melalui Ja.alur mana
sebut ditentukan.

kan bahwanegara

1dak masyarakat internasional untuk melakukan campur tangan ter

yons dan Mastanduno dalam halini mempertanyakan,siapayangmenentu FaER

um memenuhi kewajiban kedaulatannya dan menyatakan bahwa konsekuensl apapun
g timbul dari intervensi harus dibenarkan.’s Dalam hal ini sulit untuk menentukan apakd

: ; ings
Francis M. Deng, ed., Sovereignty as Responsibility (Washington D.C.: The Brooking
of Civilization in [nternational Society (Oxford:

, lihat: Gerritt W. Gong, The Standard

astanduno,

ns and Michael M okins

Gene M. Lyo \D: Johns ! 10

i “Introduction” dalam :
ention (Baltimore,

Mnty and International Interv
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kepentingan internasional atgg don

ira te . (
ara-negara tertentu, Menginga s{ gan
.']Ste

56

but merupakan
a kepentingan nes

intervensi yang dilakukan terse
h militer dan politik.

komunitas internasional, atau hzm_y o

internasional yang tidak lepas dar1 pengd dan int s
X ingan negara d: ervensi kemans, ..

Ketika mendebatkan hubungan antara kepentingan negar wn S1 tmdnuslaan

S SgRasE : .n dengan dua argumentasl. Pertama, praktik .

para pendukung interien® berblfn}t)umnk t;1 ir;leg'lra cenderung tidak melakukan intl Pady

apa Iz , < Tl ahwa kebanyaka R . ‘ €rvenc

masa lalu menunjukkan bahw y ional mereka yang secara langsung ans}

: N adle snenti yan nas
kemanusiaan kecuali karena ada kepenting . K , :
o : e 4 berkomitmen untuk melakukan :
tidak langsung terlibat.”* Bahkan jika mereka berk Interyeng

hal ini benar-benar karena alasan adanya ke})e“t‘“gan,“r?ng la1n y ‘,"]tu‘ alasan kemaII.USiaanj
Dalam praktiknya, ketika tidak adanya tekanan kcpent}fll)sfm' ““2'2&?3 . ;U;t‘i nsg]ara biasany,
tidak akan mempertahankan komitmen mereka karenc’l lldyd ; 21 oy arcr lg yang mahg
sehingga masyarakatnya kemungkinan besar tlc'ia‘k akd'rrl )ffl(‘islet'lﬁ ’m‘('fm E,l}-]ar' Hal ipj
seperti terjadi ketika pasca intervensi Amerika di Somalia pa d, Ic(l lun 1;)(()§'Sd.mpdl 1993 yang
menunjukkan bahwa intervensi kemanusiaan akan berdampak buruk bagi negara-negy,
ketika rendahnya kepentingan nasional mereka.”

Kedua, ketika keputusan untuk melakukan intervensi tersebut'dllaquan di tingkat
nasional dengan pertimbangan “kepentingan nasional”, hal tersebut seringkali menjadi kedok
untuk menentukan keputusan negara apakah akan melakukan intervensi ataupun berhentj
dari intervensi tersebut.® Dalam hal ini Stanley Hoffmann mengusulkan adanya konsep yang
jelas mengenai istilah “kepentingan nasional”, yaitu dengan memasukkan masalah etika
Masalah etika ini berarti harus melihat terhadap nilai-nilai filosofis yang memungkinkan
intervensi dilakukan. Selain itu, ketika intervensi dilakukan tanpa adanya aturan dan kriteria
yang seragam serta universal dalam setiap kasus, maka intervensi tersebut kehilangan
legitimasi dan kredibilitas dalam sistem masyarakat internasional.®” Bahkan Sekretaris PBB
pada saat itu, yaitu Jenderal Kofi Annan sempat “dipaksa” untuk mengakui bahwa jika ada
komitmen baru untuk melakukan intervensi dalam menghadapi penderitaan ekstrem, maka
hal tersebut harus dilihat dari sisi keadilan dan adanya konsistensi yang terlepas dari daerah
atau bangsa tertentu.”

Melihat beberapa alasan di atas, nampaknya tidak mudah untuk membuat selektivitas
dalam intervensi. Thomas G. Weiss misalnya, mengakui bahwa sulit untuk membuat satu
ketentuan yang universal, karena masing-masing negara memiliki pilihan yang berbeda.*
Selain itu, MacFarlane dan Weiss menegaskan bahwa sebagai akibat dari politik kemanusiaan
dalam rangka pembangunan untuk kepentingan nasional, terutama dalam hal demokrasi
liberal, maka hal ini akan berpengaruh terhadap isu-isu kemanusiaan.® Bahkan, bisa saja
intervensi dilakukan karena alasan politik dan ekonomi dalam negeri. Keputusan untuk
melakukan intervensi, tidak ikut campur, atau penarikan diri, lebih banyak dibuat atas
dasar pertimbangan strategis dan ekonomi yang mungkin memiliki sedikit hubungannya

5 M. Ayoob, “Humanitarian Intervention and State Sovereignty” d ichael
. alam G ; s and Michael
Mastagd;no, Beyond Westphalia? State Sovereignty and Internagl,iotr};al Inte?'lven(;rr':): MhlnIIJ }é(;“ n
% Ibid. ’ :
% Gene M. Lyons and Michael Mastanduno, Beyond w ja? ; ional
Intervention, hlm 35. y estphalia? State Sovereignty and Internati |
% Jbid.
% Ibid. hlm 47.
 Stanley Hoffmann, “The Politics and Ethi ili s inter
Bl i 20, ics of Military Intervention”, Survival, Vol.37, No.4 (W mtel;
% Adam Roberts, “The Road to Hell: A Criti ]

Review, Vol.16, No.1 (Fall 1993).
6 i . ;
Lihat: Kofi Annan, Press Release SG/SM/7136 GA/9596, Annual Report to General Assembly 18

http://www.un.org/press/en/1999/19990920.sgsm~1
% Thomas G. Weiss, “The Politics of Humamgtsaﬁznsﬁél;?lbﬁf, ‘?;7 Agustus 2014.

que of Humanitarian Intervention”, Harvard Internation®

him 20. Dialogue, Vol.31, No.1 (March
“ 8. Neil MacFarlane and Thomas Weiss, “Political
Vol.10, No.1 (Autumn 2000), him 120, cal Interest and Humanitarian Action”, Security 5!
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alah ke nm.nlmaiml\. Contoh intervensi yang sulit untuk menentukan dominasi
F 3 PE ale e T . C aQ
nhmum‘l\{m dalam keputusan negara misalnya pada intervensi India 1‘111 ml:m
b o dan intervens: Vi s a di bekas
a tahun 1971 dan intervensi Vietnam di Kamboja pada tahun 1979 hht as

Jengal mas
keprihatina}n ke

pakistan Timur pad

Be,-dasarkan catatan se:iamh. masyarakat internasional ternyata lebih mudah -

amen }-ang mendukung mter\'ensi kenmnusiaan yang tel’iudi.pada awal d::;l fenenma
rahun 1990-an. [ntervensi banyak terjadi ketika pihak \'zillg berkepentin"mp(::el]-]ﬁah-an
inter\'e“5i tersebut dengan alasan kemanusiaan, namun masih sangat diragul%(m P-i}d Lflk(m
tahun 1990-an, beberapa negara mengumpulkan keberanian untuk‘ menlm;ljgljl?;}:]

rtama
hahwa negara adidaya dan koalisi antara mereka seringkali melakukan standar ganda yang
\ ay

salah.”
gtandar ganda SE‘PEI‘t.i itu sangat mencolok dalam kasus Timur Tengah. Kasus yang
paling jelas adalah ketika intervensi di Trak Utara dan penerapan zona larangan terbang di
Jatan Irak. Perlakuan terhadap Kurdi di Turki sama sekali berbeda dengan yang

utara dan s€
dilakukan di Irak meskipun kondisinya hampir sama. Tidak ada intervensi kemanusiaan

dalam kasus Turki, sedangkan NATO dan negara adidaya memberlakukan sanksi ekonomi
dan militer terhadap Irak. Dalam hal ini, MacFarlane dan Weiss berkomentar bahwa:

“This intervention (in northern Iraq) reflected the connection of NATO to Turkey and

American antipathy to Iran dating from the overthrow of the Shah and the hostage crisis
evident in that the Kurds on the Turkish

of 1979. The effects of these strategic impulses were
border were the primary focus of the mtervention, although the majority of displaced Kurds

were found not on the Turkish but on the Iranian border. These latter were receiving only
10 per cent of their assessed needs in April 1991. Although the crisis i [ran was 2-3 times
as severe as that in Turkey, international assistance to Turkey was substantially higher”.®®

Kesan bahwa kepentingan nasional dari negara-negara besar menentukan keputusan
iaan ini diperkuat oleh fakta bahwa operasi militer berdasarkan

mengenai intervensi kemanusl
Bab VII (dilakukan untuk tujuan kemanusiaan), pada dasarnya merupakan kesepakatan
lima anggota tetap Dewan Keamanarn.

antara kepentingan bersama atau timbal balik di antara
berbeda antara anggota Dewan Keamanan

Pada Juni 1994, misalnya, kepentingan yang

menghasilkan keputusan yang berbeda untuk menentukan otorisasi intervensi. Perancis di
Rwanda, Amerika di Haiti, dan Rusia di Georgia. Masing-masing dari tiga anggota mencari
dukungan suara dari anggota lain sesual yang diinginkannya.* Dengan kata lain, keputusan
untuk melakukan intervensi meskipun diambil untuk tujuan kemanusiaan dan seolah-olah
dalam kerangka Dewan Keamanan PBB, namun yang dikenakan adalah tawar menawar
antara kekuatan-kekuatan utama untuk meningkatkan kepentingan strategis dan ekonoml

T Sebagian besar negara memiliki keberatan yang kuat terhadap intervensi ini meskipun ada fakta bahwa

setidaknya ada 300.000 warga sipil tewas dan 10 juta pengungsi telah menyeberangi perbatasa’ ke India
i oleh tentara Pakistan yang kemudian menjadi Pakistan Timur.

‘sebagai akibat dari te
- ror yang dil Y
. ;&m__ kasus lain, Pol Pot telah membunuh lebih dari satu juta warga negara termasuk pex"empuanv ‘ddl?m
impi j dalam dua kasus tersebut, India dan \‘le;ndllil:
ara Indi¢

mimpl Kamboja. Namun, sangat jelas
i nsi ini karena adanya permusuhan ant

]
i bat dalam interve : N
‘meskip Strateglsaﬁt:ld:ntigzllm Kamboja. Penentangan terhadap kedua intervensl C}lku% :;:‘:lt
n ada fakta yaitu pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan besar_besa;;?;-eseion:
; i kedua intervensi ini, lihat: Richard Sisson and Leo and E. Rose, War anc et Rt
adesh (Berkeley: University of California Press 1990)- Jb)'
vanovtch,l S ayoob,

mengenai
ia. and the Creation of Bangl :
After the War (San Diego: Harcourt Brace o Moham med

Chanda, Brother Enemy: The wWar Brac
» - i dilakukan dengal argumen “keamanan kolektif”. Libat >~
dalam: Thomas G. Weiss; €&

Collective Security in a System of States”,
q World (Boulder, CO: Lynne Rienner, 1993), him 45-62.

ek ._ Security Studies, hlm 136.
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ael - aQ] ¥ MY WO
masing-masing sehingga menambah pengaruh masing-masing negara tersely

Karena intervensi kemanusiaan seharusnya dilakukan _llfllllk menegakka, kehe
masyarakat internasional, maka kesepakatan (.I.'I‘l‘l svlvldwnl;ts‘. lvrsvlm( ““‘n\(-h,t{]d“k
kecurigaan kuat bahwa konsep "inl(trnulimml' will” (kehendak  internasiong|) (1}““;).”\}?
sebagai sampul untuk menyembunyikan motiv:

nasional.”

Hal tersebut di atas tidak bisa dihindari I\‘(‘('HJ.I“ .;1d;|ny:| _rodvlini.\'i dan Penjelys,
mengenai “international will”. Jelas bahwa (]("ﬁ'llih'l “international will” tersely tlid:E :
dapat dibiarkan ketika kekuatan besar atau koalisi (l(lllllll;lll.n(“L',.:ll'il-nl';.’,;l.l'.'l besar memigy; |
alasan khusus untuk melakukan intervensi tertentu sesual tujuan politik dan Strategis
mereka sendiri. Oleh karena itu perlu adanya sebuah mekanisme yang transparan, adil oy
partisipatif luas dalam menentukan kehendak internasional. Akan tetapi, mekanisme seperti
ini tidak hadir pada saat ini, sehingga perlu untuk dirumuskan kemudian.

VI. KESIMPULAN

Konsep kedaulatan mengalami perkembangan makna dari kedaulatan rakyat yang
memahami kedaulatan sebagai hal yang tidak terpisahkan dari orang menjadi beberapa
perspektif. Dalam perspektif hukum misalnya, kedaulatan internasional awalnya dimaknai
sebagai “the final authority” dan “the highest power”, namun kemudian kedaulatan dimaknai
sebagai “supreme power”. Dalam praktiknya, hukum tetap relevan digunakan, namun sistem
internasional tetap tidak terganggu.

Setelah lahirnya Piagam PBB, kedaulatan dibenturkan dengan persoalan Hak Asasi
manusia. Pasca Perang dingin dengan munculnya beberapa isu seperti demokrasi diiringi
dengan globalisasi, juga memberi pengaruh yang kuat terhadap berkurangnya urgensi dari
kedaulatan negara dipertegas dengan dengan hadirnya pengadilan global.

Berdasarkan hal tersebut, non-intervensi dalam urusan dalam negeri merupakan
konsekuensi penting dari kedaulatan namun dengan catatan tidak adanya pelanggaran
dalam teritorial tersebut. Oleh karena itu, kedaulatan dimaknai sebagai ‘sovereignty @S
responsibility dan otoritas. Hal ini berarti menambahkan adanya penghormatan terhadap
standar minimal hak asasi manusia sebagai atribut penting dari kedaulatan.

Hal tersebut di atas menjadi tantangan bagi Dewan Keamanan PBB untuk membudt
selektivitas dalam intervensi. Perlu ada standar yang jelas dalam menentukan adanyd
intervensi dengan kembali mematuhi apa yang dituangkan dalam Bab VII Piagam PBB yaitu
dengan tujuan kemangsiaan. Oleh karena itu, kesepakatan dan selektivitas tersebut har®®
secara kuat mencerminkan konsep “international wilp (kehendak internasional) buk&

karena ada kepentingan lain dari para anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Hal ini menjadi

tugas berat bagi Indonesia selama 2 tahun ke depan u :  emanusia
benar-benar dilakukan sesuaj denga pan untuk mengawal intervensi ke

VII Piagam PBB. n konsep kedaulatan dan penghormatan terhadap Ba
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